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ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan perbaikan penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri
Sipil Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 47 tahun 2009 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan
tentang Pedoman Umum dan Alokasi Prognosa Definitif Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru
Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2010.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 20 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.78, TLN No.4301), UU 33 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.126,
TLN No.4438), UU 47 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.156, TLN No.5075) sebagaimana telah diubah
dengan UU 2 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No.69, TLN No.5132), PP 55 Tahun 2005 (LN Tahun 2005
No.137, TLN no.4575), Perpres 52 Tahun 2009, Keppres 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI
119/PMK.07/2010, Permenkeu Rl 126/PMK.07/2010.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dialokasikan kepada
daerah provinsi, kabupaten, dan kota untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Guru PNSD.
Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar
Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan, terhitung mulai tanggal 1
Januari 2010. Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD Tahun Anggaran 2010 adalah
merupakan komponen Transfer ke Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2010. Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD merupakan bagian dari
pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2010 dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran
2010. Penyaluran Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD dilaksanakan dengan cara
pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. Daftar
perhitungan pembayaran Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD dibuat dalam daftar
perhitungan yang terpisah dari gaji induk setiap bulan. Pemerintah Daerah wajib menyampaikan
Laporan Realisasi Pembayaran Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD kepada Menteri
Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Menteri
Pendidikan Nasional. Dalam hal masih terdapat sisa dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD
setelah realisasi pembayaran Semester Pertama kepada masing-masing guru PNSD, sisa dana
Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD tersebut harus menjadi penambah pagu pendanaan
untuk pembayaran Semester Kedua. Pengawasan atas pelaksanaan pembayaraan Dana
Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD dilaksanakan oleh aparat pengawas fungsional sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 29 November 2010.



